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Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa perempuan kini termasuk dalam kelompok sasaran
desa inklusif di bawah undang-undang desa, memberi mereka kesempatan dan hak yang sama
dengan laki-laki untuk terlibat dalam politik desa. Namun pada prakteknya, banyak sekali
proses politik desa didominasi oleh kaum laki-laki. Pemimpin perempuan cenderung lebih
transformasional daripada pemimpin laki-laki. Kepemimpinan transformasional secara umum
diyakini dapat membawa inklusivitas dalam pengelolaan organisasi. Oleh karena itu
penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perwujudan desa inklusif melalui
kepemimpinan transformasional kepala desa yang berasal dari kelompok sasaran desa inklusif
itu sendiri, yakni salah satunya perempuan, serta faktor penghambat dan pendukungnya.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara,
observasi, serta dokumentasi. Teori yang digunakan peneliti ialah teori Inklusivitas menurut
Dwiyanto 2010 yang terdiri dari keterbukaan yang menyeluruh, kebersaman dan pengakuan
terhadap diversitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kepemimpinan
transformasional kepala desa perempuan di Desa Slamet telah berupaya mewujudkan desa
yang inklusif dan telah memenuhi ciri inklusivitas.(2) faktor pendukung dan penghambat
kepemimpinan kepala Desa Slamet dalam mewujudkan desa yang inklusif berasal dari staf
desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Kata kunci: Kepemimpinan, transformasional, kepala desa, perempuan, inklusivitas.

Abstract

This research was conducted on the basis that women are now included in the inclusive village
target group under the village law, giving them the same opportunities and rights as men to be
involved in village politics. However, in practice, many village political processes are
dominated by men, women's involvement and political representation in rural Indonesia is still
low. Female leaders tend to be more transformational than male leaders. Transformational
leadership is generally believed to be able to bring inclusivity in organizational management.
Therefore this study aims to find out how an inclusive village is realized through the
transformational leadership of the village head who comes from the target group of the
inclusive village itself, namely one of them is a woman, as well as the inhibiting and supporting
factors. In this study the researchers used a qualitative research method using descriptive
approach. Data collection techniques are carried out by conducting interviews, observation,
and documentation. The theory used by researchers is the theory of inclusivity according to
Dwiyanto 2010 which consists of comprehensive openness, togetherness and recognition of
diversity. The results of this study indicate that (1) the transformational leadership of the
female village head in Slamet Village has attempted to create an inclusive village and has
fulfilled the characteristics of inclusivity. (2) the supporting and inhibiting factors for the
leadership of the Slamet Village head in realizing an inclusive village come from village staff
and the community village itself.

Keywords: Leadership, transformational, village heads, women, inclusiveness
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepemimpinan adalah jenis dominasi berdasarkan bakat atau kepribadian
bakat, dan itu memerlukan kemampuan untuk memotivasi dan mengajak
orang lain untuk mengambil tindakan sehingga setiap orang dapat bekerja
sama untuk mencapai tujuan bersama (Kartono 2013:187). Kepemimpinan
juga dipandang sebagai langkah penting dalam mencapai nilai-nilai dan
tujuan masyarakat, yang dimana perempuan tidak dikecualikan dari
partisipasi dalam sistem demokrasi di Indonesia yang saat ini terbuka untuk
semua warga negara, terutama dalam urusan publik (Mustofa, dkk. 2021:33).

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang mengenai pemimpin wanita
Indonesia yang menonjol pada masanya. Diantaranya di Maluku terdapat Ratu
Nukila sebagai pemimpin perempuan pertama di Kesultanan Ternate. Di
Sulawesi juga pernah dipimpin oleh perempuan yakni Ratu Tumanurung
Bainea yang merupakan merupakan Raja Gowa |. Bahkan Kerajaan Aceh
yang kini menggunakan syariat islam, pernah memiliki tokoh perempuan
yang paling banyak dalam bidang pemerintahan, politik dan militer. Tokoh-
tokoh itu antara lain adalah Ratu Nur llah (wafat 1380) dan Ratu Nahrasiyah
(wafat 1428) keduanya dari Kerajaan Samudra Pasai.

Sebagai contoh keberhasilan perempuan dalam jabatan publik, bisa Kita
lihat dari sosok Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Khofifah Indar

Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, atau Megawati Soekarnoputri
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sebagai Presiden. Semua wanita ini telah menunjukkan Kkapasitas
kepemimpinan mereka dalam jabatan publik.

Sejak keluarnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata
kelola desa mengalami perubahan dengan dihadirkannya pasal-pasal yang
dirancang khusus untuk inklusi sosial (Zakaria ‘tanpa tahun’:1). Yang
memungkinkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi sebagian atau
seluruhnya dalam pemerintahan desa (Rawal 2008:172). Terkait hal ini, pada
bagian umum Penjelasan atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (selanjutnya disebut “UU Desa”) dinyatakan: (...) pelaksanaan
pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan
masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat,
serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan
kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang
dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
demikian, UU Desa dapat dikatakan mempunyai perspektif inklusi sosial
(Zakaria & Simarmata 2017:9).

Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) meliputi Pasal 27
Ayat (1) menjelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. pasal ini menggunakan istilah

“segala warga negara”, yang berarti kedudukan di dalam hukum dan
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pemerintahan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dan gender. Artinya
bahwa kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan merupakan hak setiap
warga negara termasuk perempuan.

Mempertegas Pasal 27 dalam kaitannya dengan pemerintahan, Pasal 28D
Ayat (3) menjelaskan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini mempertegas dengan
menggunakan istilah “setiap orang” yang berarti bahwa perlakuan yang sama
di hadapan hukum maupun pemerintahan berlaku bagi setiap orang, baik pria
maupun wanita tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Dalam menyukseskan pembangunan nasional, desa memegang peranan
penting berdasarkan penyerahan wewenang pemerintah pusat ke daerah
dalam sistem desentralisasi (Fairiza 2022:1). Perkembangan desa tentu akan
berdampak pada akselerasi pembangunan daerah dan nasional, oleh karena itu
dalam menyukseskan pembangunannya, desa membutuhkan peran
masyarakat dan kepemimpinan kepala desa beserta perangkat-perangkatnya
(Fairiza 2022:1). Peran kepala desa bagi masyarakat sangatlah penting
sebagai ujung tombak pemerintahan di desa yang memiliki peran penting
sebagai perencana, pengambil kebijakan, serta penentu proses pembangunan
di desa (Angelia 2022:1)

Pada umumnya kepala desa dijabat oleh seorang laki-laki, namun seiring
berjalannya waktu, perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjabat
sebagai kepala desa, ada banyak kontradiksi dalam hal ini tentunya

(Nursholikah, 2016:74). Jabatan kepala desa dapat diisi oleh siapapun yang
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memenuhi persyaratan melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Dalam
hal ini, pilkades memberi peluang untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam
menentukan pemimpin dan memberikan kesempatan berkompetisi dalam
pemilihan untuk menduduki jabatan kepala desa.

Desa Slamet adalah salah satu desa dari tiga desa yang ada di Kecamatan
Tumpang, Kabupaten Malang yang dipimpin oleh seorang kepala desa
perempuan sebagai lokasi penelitian penulis, unik untuk kita amati bahwa
dibawah kepemimpinan kepala desa perempuan yang telah menjabat selama
tiga periode ini, sebut saja Sumiati. Desa ini mengalami perkembangan yang
cukup baik, yang mana atas program pemukiman berseri yang digagas oleh
kepala desa, desa ini mendapatkan penghargaan Desa Berseri Dinas
Lingkungan Hidup Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022.

Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya memiliki kepala desa
perempuan untuk mengelola lembaga masyarakat yang paling mendasar dan
mengatasi penyebab utama masalah yang dihadapi masyarakat. Kepala desa
perempuan dianggap sebagai garda terdepan dalam mewujudkan
pembangunan yang mengarusutamakan gender, ramah terhadap perempuan,
dan memperhatikan anak (Bintang Puspayoga, Menteri PPPA).

Karena pada dasarnya pemimpin laki-laki dan perempuan menunjukkan
perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada
orang dalam jumlah yang sama (Powell 1990). Oleh karena itu untuk

mencapai pembangunan yang lebih besar, kebijakan yang lebih representatif
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dan inklusif akan muncul ketika perempuan dan laki-laki memiliki
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan membuat
berbagai keputusan dan kebijakan, akibatnya kepemimpinan perempuan dari
sudut pandang gender harus berkembang (Bank Dunia 2012 dalam laman
KemenPPPA RI).

Namun demikian menurut informasi yang dihimpun Kementerian Desa
PDTT, hanya 3.498 dari 74.962 desa yang memiliki kepala desa perempuan
pada tahun 2021. Dengan kurang dari 5% dari seluruh kepala desa di
Indonesia adalah perempuan, jumlah ini masih tergolong sedikit, hal ini
menunjukkan bahwa keterlibatan dan keterwakilan politik perempuan di
pedesaan Indonesia masih rendah (Harlina Sulistyorini selaku Dirjen
Pembangunan Ekonomi dan Penanaman Modal Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT).

Sepak terjang perempuan dalam organisasi publik merupakan teka-teki
dengan dua sisi yang sangat berbeda, di satu sisi perempuan memperjuangkan
hak dan pengakuannya dengan cara mengembangkan dan memaksimalkan
potensinya, namun di lain sisi masih banyak pihak yang tidak setuju dan
membahasnya, terutama yang menyudutkan posisi perempuan (Fitriana &
Cenni 2021:247). Perempuan kurang kompeten sebagai seorang pemimpin
karena dia memiliki gaya kepemimpinan tradisional dan gaya tersebut sering
mengecualikan wanita dari posisi kekuasaan, yang membuat gaya
kepemimpinannya tidak berkelanjutan (Carli 1999:94). Perdebatan ini sangat

berbeda dengan kenyataannya, terlepas dari upaya mereka, para pemimpin
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perempuan masih dipandang negatif, yang menimbulkan ketidakpercayaan
dan ketidakpastian (Fitriana & Cenni 2021:248).

Menurut Plato selama perempuan memperoleh pendidikan yang sama
dengan pria dan tidak bertanggung jawab atas tugas rumah tangga seperti
membesarkan anak, mereka dapat bernalar sama baiknya dengan pria
(Suradiredja & Syafrizaldi 2019:37). Terlepas dari kenyataan bahwa banyak
perempuan telah memegang posisi kepemimpinan, mereka masih tidak dapat
naik ke puncak kekuasaan (Harmayani, 2016:1). Perempuan memiliki
kesempatan untuk menduduki berbagai posisi kepemimpinan, baik struktural
maupun fungsional, namun jumlah perempuan menurun seiring dengan
naiknya tingkat kepemimpinan (Harmayani, 2016:1).

UU No 6 thn 2014 tentang desa menempatkan perempuan sebagai salah
satu kelompok sasaran inklusi sosial desa atau disebut juga desa inklusif. Hal
ini karena perempuan rawan tereksklusi dan terdiskriminasi dalam
masyarakat untuk mendapat akses atas keadilan, disebabkan bermacam
keterbatasan yang mereka miliki (Fahadi, 2020:15).

Desa memiliki tiga bentuk inklusi sosial berdasarkan kelompok sasaran,
yang mencakup masyarakat hukum adat, perempuan dan penduduk miskin,
dan semua warga desa (UU No 6 thn 2014). UU Desa mengatur bahwa inklusi
sosial berlangsung di sejumlah arena, yang meliputi arena penataan desa,
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan
peraturan desa (UU No 6 thn 2014). Inklusi sosial pada keempat arena

tersebut tampak dalam dua wujud yakni, pertama, hak kelompok marginal,
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yang meliputi hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan layanan dan
informasi, dan hak untuk mengawasi, serta yang kedua, kewajiban pemerintah
desa, yang mencakup keharusan untuk menyelenggarakan pemerintahan
dengan prinsip-prinsip tertentu (demokratis dan non diskriminatif) dan
keharusan untuk berkoordinasi dan melibatkan semua kelompok kepentingan
di desa (UU No 6 thn 2014)

Dengan bantuan UU Desa, desa dapat menciptakan komunitas yang lebih
inklusif dari semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Desa
inklusif sendiri menurut Suhartono (2016) dapat diartikan sebagai desa yang
mampu menerima keberagaman secara positif; yang dapat menyediakan
layanan dan ruang yang dapat diakses oleh semua orang; yang dapat
memberikan ruang gerak, perkembangan, dan partisipasi aktif sesuai dengan
kebutuhannya berdasarkan keragaman dan perbedaan; yang dapat memotivasi
warganya untuk optimis dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai
dengan keahliannya berdasarkan keberagaman yang ada; dan di mana setiap
penduduk diperlakukan sama (Probosiwi 2017:224).

Desa Inklusif adalah pemikiran yang lahir dari keinginan untuk
mewujudkan desa mandiri dengan pelayanan prima (Mutrofin & Widodo
2020:43). Namun, implementasi desa inklusif tidak hanya sekedar penyediaan
dan peningkatan kualitas layanan dasar, tetapi juga kemampuan desa untuk
berfungsi sebagai komunitas yang inklusif dimana hal ini bergantung pada
partisipasi warganya, terutama partisipasi kelompok rentan dan terpinggirkan,

seperti perempuan (Meiliyana 2022:223).
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Implementasi sendiri merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan
sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. (Susanto &
Sujianto 2017:1). Sesuatu tersebut disini ialah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa yang menekankan pada program atau kegiatan
yang mendorong partisipasi masyarakat marginal dan rentan secara maksimal
sebagai perwujudan desa inklusif (Zakaria & Simarmata 2017:20). Dengan
berpartisipasi aktif dalam keragaman kehidupan, diharapkan nantinya akan
memunculkan inklusivitas, atau cara seseorang merangkul perbedaan,
memberikan setiap orang sikap pada tingkat saling menghormati dan
menghargai (Boiliu, 2018: 180).

Memanfaatkan semua sumber daya masyarakat secara efektif sangat
penting untuk menciptakan desa yang inklusif, sehingga diskriminasi gender
tidak boleh dijadikan sebagai penghalang antara laki-laki dan perempuan
dalam menggunakan sumber daya (Kurniati 2018:3). Kesetaraan gender
tercapai ketika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang
berdampak pada peluang untuk memiliki akses yang sama terhadap
kesempatan untuk terlibat dan mengontrol pembangunan, serta mendapatkan
manfaat yang adil dan setara darinya (Edasari 2019:4).

Keadaan faktual menunjukkan bahwa perempuan desa merupakan
kelompok yang miskin dan rentan terhadap marjinalisasi sosial, ekonomi, dan
politik, namun di sisi lain, perempuan desa juga menjadi kekuatan dominan
di desa (Hariyono 2020:184). Oleh karena itu, kelompok perempuan

seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik
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desa, namun dalam praktiknya hal tersebut hanyalah formalitas dan terkesan
membuat kelompok perempuan meragukan kemampuannya untuk berbicara
sendiri dalam setiap forum musyawarah (Dakelan, dkk. 2016:5). Perempuan
hanya dilibatkan karena peraturan mengharuskan mereka diminta dalam
musyawarah pembangunan desa, akibatnya kuantitas dan kualitas mereka
masih sangat terbatas, dan laki-laki mendominasi forum tersebut (Dakelan
dkk. 2016:5).

Penekanan pada keterlibatan perempuan dalam bentuk inklusi sosial
dalam undang-undang desa dapat dibaca sebagai cara untuk mengakui
semakin pentingnya peran perempuan. Sehingga mereka memiliki akses,
kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh
manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Endasari, E. 2019:4).
Dengan demikian, terciptanya desa inklusif secara tidak langsung akan
memberikan peluang masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama
yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan
(Muthoifin & Widodo 2020:43). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desa
inklusif pada umumnya akan memberikan banyak dampak positif bagi seluruh
lapisan masyarakat karena akan memenuhi semua kebutuhan masyarakat
dalam artian berkomitmen untuk semua kelompok masyarakat, baik
mayoritas maupun minoritas (Ikmal 2021:3).

Perempuan kini termasuk dalam kelompok sasaran desa inklusif di bawah
undang-undang desa, memberi mereka kesempatan dan hak yang sama

dengan laki-laki untuk terlibat dalam politik desa, termasuk penyelenggaraan
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pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan desa.
Namun pada prakteknya, banyak sekali proses politik desa didominasi oleh
kaum laki-laki (Ra’is 2018:91). Hal ini disebabkan karena, yang pertama,
perempuan pedesaan masih tidak selalu memiliki akses pendidikan yang sama
dengan laki-laki untuk meningkatkan kapasitas, yang membuat mereka
kurang mandiri secara ekonomi karena lebih cenderung bekerja di rumah atau
di bisnis keluarga (Ra'is 2018:91). Kedua, karena struktur patriarki
masyarakat desa yang tidak memungkinkan perempuan untuk secara bebas
memasuki ruang publik, mereka masih terkurung dalam ruang domestik
keluarga (Ra'is 2018: 91). Akibatnya, semakin sedikit perempuan yang
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan politik desa (Ra'is 2018: 91).
Bernard M. Bass (1998) mengemukakan model gaya kepemimpinan
wanita yang khas yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Hal ini
diperkuat oleh Rosener (1990) yang sebelumnya telah menyatakan bahwa
pemimpin perempuan cenderung lebih transformasional daripada pemimpin
laki-laki ~ (Hassan dkk 2008:362). Implementasi kepemimpinan
transformasional secara umum diyakini dapat membawa inklusivitas dalam
pengelolaan organisasi, negara, dan institusi dalam konteks dinamis di mana
perubahan berlangsung cepat (Lewa dkk 2022:47). Jeanine L. Parolini
menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional "adalah gaya yang
berorientasi pada orang," akibatnya, sikap kepemimpinan ini dimulai dengan

pertimbangan unsur manusia daripada hasil produk (Parolini 2007:2).

10
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Perspektif ini tidak mengabaikan pentingnya hasil tetapi mengukurnya
dalam kaitannya dengan pemberdayaan anggota, pemberdayaan ini akan
mengarah pada terwujudnya potensi maksimal dalam pencapaian hasil yang
inklusif. (Echols, 2009:93). Model transformasional sangat cocok dengan
pengelolaan perbedaan atau diversity yang memainkan peran penting sebagai
jembatan antara upaya manajemen keragaman dan hasilnya. (Ashikali &
Groeneveld 2015:22).

Oleh karena itu perlu untuk dicari tahu mengenai perwujudan desa inklusif
melalui kepemimpinan transformasional kepala desa yang berasal dari
kelompok sasaran desa inklusif itu sendiri, yakni perempuan. Dengan
demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan
Transformasional Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Desa Inklusif
Di Desa Slamet (Studi di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten
Malang)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka
dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan
dalam mewujudkan desa yang inklusif?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung kepemimpinan transformasional

kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif?

11



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan transformasional kepala desa
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perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kepemimpinan
transformasional kepala desa perempuan dalam mewujudkan desa
inklusif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis:

a. Diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat untuk
penelitian di masa depan dengan menjadikan referensi yang memiliki
keserupaan tema penelitian.

b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat
digunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang [Imu Administrasi.

2. Secara praktis:

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai  kepemimpinan transformasional kepala desa perempuan
dalam mewujudkan desa yang inklusif.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan membantu
pemerintah agar memiliki dasar yang berbasis bukti dalam rangka
mewujudkan desa inklusif melalui kepemimpinan transformasional

kepala desa perempuan.
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Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memiliki gambaran
umum dalam penyusunan sesuai dengan judul yang di dalamnya berisi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang memuat hasil penelitian
terdahulu yang berupa artikel jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan
judul penelitian penulis, landasan teori, kerangka berpikir, dan landasan
konseptual yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang menjelaskan tentang
metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, dimana didalamnya memuat
jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data,
pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis dan keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat
gambaran setting yakni sajian deskriptif aspek kondisi geografis, demografis
dan sosial budaya, hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap
permasalahan dan/atau fokus kajian yang diajukan, dan yang terakhir
pembahasan yakni sajian temuan penelitian kemudian diikuti dengan
pembahasan atau analisis terhadap temuan penelitian

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara
ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah
penelitian. Saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu

diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

13
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secara terpisah. Kesimpulan menyajikan secara ringkas temuan pokok yang
menjawab tujuan penelitian. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil
penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah implementasi dari penemuan
penemuan ataupun rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan yang akan
datang.
A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kepemimpinan ibu Sumiati selaku kepala Desa Slamet telah berupaya
mewujudkan desa yang inklusif dan telah memenuhi ciri inklusivitas yakni
keterbukaan, kebersamaan dan pengakuan terhadap diversitas. Hal ini
didasarkan pada: (1) Praktik keterbukaan yang diwujudkan dengan
menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai cara yakni melalui,
banner atau baliho yang dipasang pada tempat yang dianggap strategis,
melalui cerita media sosial whatsapp dan melalui sosialisasi yang dilakukan
di berbagai perkumpulan atau organisasi sosial masyarakat seperti tahlilan,
sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara sama. (2) Praktik
kebersamaan yang ditunjukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam pembangunan

desa. Dalam proses perencanaan dapat dilihat dari kepala desa dalam
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menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua kelompok kepentingan
yang ada di desa, serta keterwakilan masyarakat dalam musyawarah rencana
pembangunan desa (Musrenbang). Sedangkan pelaksanaan dan pengawasan
dapat dilihat dari keterlibatkan masyarakat dalam proses pembangunan fisik
desa serta juga pengawasan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat.
Selain melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan
maupun dalam pengawasan pembangunan desa, kepala Desa Slamet juga
menekankan keterlibatkan masyarakat dalam program yang berorientasi
pada pemberdayaan masyarakat, yakni antara lain program pelatihan
pelatihan dalam rangka pemberdayaan dibidang ekonomi seperti pelatihan
budidaya lele, pembuatan jamu dari pepohonan, dan pembuatan jamu
instan. Serta juga partisipasi masyarakat dalam program Desa Berseri
khususnya aktivitas bank sampah yang dilakukan untuk memelihara
lingkungan agar tetap bersih sekaligus mempunyai nilai tambah ekonomi.
(3) Praktik pengakuan terhadap keberagaman yang ditunjukan dengan cara
menyesuaikan kondisi (karakter) masyarakat dalam berbagai hal yang
berkenaan dengan kepentingan masyarakat seperti dalam keterlibatan
masyarakat dalam program, yang kedua memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat dengan melakukan jemput bola bagi
masyarakat yang mempunyai kendala dalam mengakses layaran secara
langsung, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan segera walaupun di luar jam kerja atau hari libur.
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2. Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala Desa Slamet
dalam mewujudkan desa yang inklusif berasal dari staf desa dan masyarakat

desa itu sendiri. Hal ini didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan desa
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agar staf memiliki sikap dan semangat dalam mewujudkan desa yang
inklusif. Sedangkan dukungan masyarakat berupa dukungan kepercayaan,
partisipasi, dan kerjasama masyarakat, sehingga semua masyarakat desa
mampu respek dan membantu dalam mewujudkan desa yang inklusif.
Masyarakat desa sendiri sekaligus juga menjadi faktor penghambat
kepemimpinan. Hal ini didasarkan pada kesempatan yang telah diberikan
kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi namun kesempatan tersebut
tidak dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat dengan bersikap acuh
tak acuh atau tidak peduli.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan
saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa Slamet perlu melakukan pendekatan lebih intens terhadap
masyarakat yang bersikap tidak peduli dan kurang berpartisipasi dalam
aktivitas sosial masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka serta untuk
mengetahui kendala apa yang mereka hadapi.

2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai upaya kepala desa untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung perwujudan desa

yang inklusif.
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